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BUPATI RE.JANG LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

P ERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR /(/ TAHUN 2 021 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
TAHUN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Renc'ana Pembangunao Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 
5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2022. 

1. Undaog-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Ondonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repub&ik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tu kan Peratu ran Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan ~mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
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Menetapkan 

f, , Uml1111~:•llml1111g N01n111· :1. :1 '1'11111111 :1.ll I 11 ll'11t1111~: 
l',•n,(•rl11t11h1111 I >1u·rnh t1l'h11g11l111111111 lt'l11h dl11 lud1 l11:l11·r11pr1 
lmli t<•mkhir d1·11g1111 ll1ul11111:-ll11dru1p. Nm11m· 'I Tr,111111 '.).() I !'i 
(t,•111hnm11 Nqt11r11 l,1·p11ll lik l11d11111·Mi11 '1'11111111 '.>.O I!, Nor11or 
5S. Ti1111hnh1111 l.<•111h11rn11 Nt·11,11r11 l{up11hlik hulo11c11 lr1 
N111111H' :)h'/l)); 

h , l'1•r11t11m11 l'enwrinlnh No111111· ?.0 '1'11h1111 l(H,ll l<:nt111111, 
lkrl11k1111y11 U11d1111g-U11dn111-t N11111111· CJ '1'11hun 1\)67 cl1111 

l'1·lnks1111111111 1'1·1m·1·i111nlu111 di l'ropi1111i llc11glrnl11 
(L<'1t1b11m11 Nl'gnrn l,cp11hlik l11do111•1-1i11 T11h1111 I 9lill Nomor 
:l·L T11111hnht111 l.1•111h11rn11 Nc11,11rn lfrpulilil< lt1dorwHill 
No111or ?.HS·I); 

7. 1'1•rnt11rn11 l'c•111t•ri11l11h Nontor B T11h1111 2008 lc!ntung 
'1'11h11p1111. '1'11\11 Cnrn 1'1•11y1rn11111111 , l'c 11gt:11dnli1111 dnn 
Evnlunsi 1'1•l11ks1111n1111 l{c11c11nn l'cmlm111~11n11n Dncmh 
(Lemhnl'l\11 N1·g111·11 Rcpuhlik lncloncs i11 T11hun 2008 Nomor 
2 1. T11111b11h1111 Lembnmn Ncg11rn l~cp11hlil< J11donc1-1i11 
NontcH' •1817): 

8. Pernt 11ra11 M1·111cri D11 lr1111 Nt:g1:ri Nomor 80 Tnhun 20 I 5 
te11tnng Pc111b1:11tuk1111 Prociuk Hukum Dacrah 
i-d.mp:nimnnn tclnh di11hnh dcngnn Pcrnturnn Mcnt.eri 
Dnlnm Ncgeri Nomor 120 Tnhun 2018 (OcritfJ Negara 
Rcpulllik lndoncsin Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Pcrnturnn Mcnl1' ri Dnlnm Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 
tc11t1111g tcntang Tntn Carn Pcrcncanann, Pcngcndalian dan 
Evnhtnsi Pcmllnngunnn Dacrnh, Tntn Cara Evaluasi 
Rnncnngnn Pcralurnn Dnernh tcntang Rancangan 
Peraturan Dncrnh t.cntang Rcncmm Pembnngunan Jangka 
Panjnng Dacrah clan Rencann Pcmbangunan Jangka 
Mcnengah Daerah, sertn Tata Cara Pcruba han Rcncana 
Pembnngunan Jnngkn Pnnjnng Dacrah, Rencana 
Pembangunan Jangkn Mcncngah Daerah, dan Rcncana 
Ke1jn Pemerintnh Daerah (Berita Negara Rcpublik 
Indonesia Tnhun 2017 Nomor 3 I 12); 

10. Peraturnn Mentcri Dalam Negcri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pcnyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Dacrah Tnhun 2022 (Bcrila Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496); 

12. Peraturnn Dacrah l<nbupaten Rejang Lebong Nomor l 
Tnhun 2007 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka 
Panjang Dacrnh t<abupatcn Rejnng Lebong Tahun 2006-
2026 (Lembarnn Dacrah l(abupat.en Rejang Lcbong Tahun 
2007 Nomor 1 Seri E). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN 
PEMERINTAH 
TAHUN 2022 

BUPATI 
DAERAH 

TENTANG 
KABUPATEN 

RENCANA 
REJANG 

KERJA 
LEBONG 



Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil 
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pernerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
6. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Rejang Lebong. 
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD 
Kabupaten Rejang Lebong. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah APBD Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Bad an Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 
adalah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan kepala 
daerah. 

13. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen 
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada setiap OPD untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dibahas bersama DPRD. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD 
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar penyusunan rancangan APBD. 
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17. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renja 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

Pasal 2 

RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 merupakan hasil proses 
perencanaan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021. 

Pasal 3 

(1) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD. 

(2) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Pasal 4 

(1) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. Bab I : Pendahuluan 
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 
c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
g. Bab VII : Penutup 

(2) RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

Pasal 5 

RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 merupakan pedoman dalam : 
a. perurnusan penyempumaan rancangan akhir Renja OPD Tahun 2022; 
b. penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2022. 

Pasal 6 

Kepala OPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2022. 

Pasal 7 

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022. 



Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal ,3d .:)ur,,,· 2021 

BUPATI REJANG LEBONG, 

SYAMSUL EFFENDI 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 3e> (/u,1,,· 2021 

SEKRET=,p DAERAH 
KABUPATEN ANG LEBONG, 

H. R. A DENNI 

BERJTA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 633 
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Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun 2021 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 

-- . - --

~ (0732)324949 
0 bappedakabupatenrejanglebong 

M bidang.ppkp@grruiil.com 



 

BAB VU 
PENUTUP 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 
adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman 
pada Rancangan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 serta mengacu 

Rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 dan RPJMN Tahun 2020 - 2024. 

RKPD Tahun 2022 juga berpedoman pada APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 
sebagai cerminan dari konsep penganggaran sesuai dengan perangkat daerah dalam Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong sesuai Peraturan Pemerintah Nomor J 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman : 
l. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara; 
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun2022; 
3. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
4. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor 

dan antar tingkat Pemerintah. 
S. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupateo Rejang Lebong tahun selanjutnya 

(Tahun 2023); 
Selain itu, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman 
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan 

dengan baik. 
Jika dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 

• - PA RAF 1 njukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan 
~oROINA"' utsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta 

:_:,-; "" r ~rna program dan kegiatan, akan dilaln11kan penyesuaian-penyesuaian dalam bcntuk RPKD 
•.;:_. 1!_• __ 11 ,.rubahan densan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Curup, Jo ._; "" ,- 202 I 
BUPATI REJANG LEBONG, 

Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM 

BAB Vil l 
RENCANA KER/A PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RE/ANG LEBDNG 2022 

I 


